
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESiSIR SELATAN
NOMOR 3\ TAHUN 2A24

TENTANC

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH,

FENELITIAN DAN PENGEIV{BANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

bah*r'a untuk melaksanakan ketentuan pasal s peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2arc tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Pei"atur:an Daerah llcmor z rahun 2a2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor g rahun zarc
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a
Badan Perencanaan Daerah, penelitian dan pengembangan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkunga-n Daerah provinsi Sumatera Tengah
{Lemi:zu-an lrlegara Repubiik Indonesia ?ahun i956
Nomor 25), sebagaimana telah Lreberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ? Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko dan DaeraLr Tingkat II Tanjung Jabung Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor lZ Tahu_n 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Ci
Provinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nom*r
275s);

2. Ur:dang-Undang Nomcr 23 Tahun ZAl4 tentang
Pemerintahan Daerair {Lemlraran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leml:aran
Negara Republik Ind-onesia Nomor. SSSZ) sekragaimana*
teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Fengganti ur:dang-undang licmor
2 Tahui: 2A22 te:rtang Cipta Ker,ja Ivteryadi
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a23 Nomor +1. Tambahan Lembaran lrlegara
Repubiik Inclones:a Nomor 6856):



Menetapkan

3,

4.

5.

Perar.iran Femenr-itah Nomor 18 rah;n 2A'_6 :e::a:-g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtrik Indoresia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran i'legara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun
2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nolrlor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Da_era_h

{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun ZAl9
Nomor 787, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
trnd*neeia frl*mor 640I) ;

Peraturan Meuteri Dalam l{egeri Nermor S Tahun 901?
tentang Fedoman Neirnenklatur llerangkat Daerai:
trr*vin-*i dna Saerah Kabup:rten/i{*ta yang
Melakea*akan Fungsi Fenunjang Fenyelenggaraen
Urusan Pemerintahan;
Peratura:r Daerah Kat-)rjpnlqn Pesisir Sela,tan Nomor I
Tahun Z}rc tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pesisir
Selatan Tahun 2Arc Nomor B, Tambahan Lernbaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23.7\,
sebagaimana teiah diubah ciengan peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2A2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
{Lembara-n Da-erah Ka-bupa-ten pesisir selatan Tahlin
2O2l Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 237);

ME]VIUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Eupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten pesisir Selatan.
2. tsupati adalah trupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Ferwakilan Raky-at Daerah ].ang selanjutnva disingkat DpRD

adalah De'iryan Ferw.akilan Ralq.'at Daerah Kahrupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjr-rtn;,ra disingkat PD adaiah unslr1

pembantu Bupati dan Dewan Perw'akilan Ralq.at Daerah daiam
penl,elenggaraan urusan pemerintahan _vang menjadi ker.r.enangan
daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir
Selatan.
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Eadan Perencanaan Daerah. penelitian dan pengembangan 
-, ilg

selanjutnl,'a disebut Badan adalah Badan perencanaan Daerah.
Penelrtian dan Pengembangan Kabupaten pesisrr Selatan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB iI
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

{1} Badan mei"upakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan *erta peneiitian dan pengemtrangan.

{2} Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan di barvah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

ii) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
a. sekretarj.at;

b. bidang pemerintahar: clan pembangunan rnanusia;
c. bidang per:ekonomian, sumber daya aiam, infrastruktur dan

kewiiayahan;

d. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah; dan

e. bidang penelitian cian pengembangan.

{2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada a1.at (1) huruf a dipimpin oieh
sekretaris yang berada di bas.ah dan bertanggung jawab kepada
kepala Badan.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ay-at (1j huruf a terdiri atas
sub bagiafl u*1um dan kepegau,aian.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada a3,'at (1) huruf b, sampai dengan
huruf e dipimpin oleh kepala bidang lv.&ng berkedudul<an di bar,vah Can
bertanggung jawab kepada kepaia Badan.

{5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada a-vat {3), dipimpin oleh kepala
suh bagian yang Lrerada di bari,ah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.

{6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pacla a-1,at (1} huruf a clan
bidang sebagaimana Cimaksud dalam paeia a-v-.-at {1) hurr-rf b sampai
dengan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau
pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada pejabat administrator.

(7) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



B {B lII
TUGAS DAN FUNGSI

1 asai *t

( i ) Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunvai tugas
membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan daerah serta penelitian dan
pengemhangan yang menjadi kewenangan Daerah rlan tugas
pembantuan yang ditrerikan kepada Daerah.

12) Dalam melaksanakan tugas sehragaimana dimaksud pada ayat {1},
Badan menyelenggarakan fungsi :

a" perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
daerah dan bidang penelitian cian pengembangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan
umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang
penelitian dan pengembangan;

c. perumusan pembina-a-n, pelaksa-na-an tr-rga-s, da-n er.rah:asi bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian,
sumber Day-a A1am, Infrastruktur dan Ker,vilayahan, bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PemLrangunan Daerah,
serta bidang Penelitian dan pengembangan;

d. pemLrinaan pengawasan dan pengendahan penggunaan anggararr
Badan;

e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;

f. penl'elengga-ra-ara-dministra-sikesekretariatan;clan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundan g-u ndangan.

Pasal 5

{1} sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 a-rrat (U huruf a
mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan
urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program
dan pelaporan Badan.

{2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { 1},
sekretariat meriyelenggarakarr fuirgsi ;

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
kebijakan program, kepegaw,aian, keuangan, barang, umum dan
perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Badan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di iingkungafl Badan;

c. penyelengaraan koordinasi program kerja Badan;
d. penyeLenggaraan pengkajian dan faeilitasi hahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian,
pereneanan, keuangan dan peiaporan;

e. penyelenggaraan koordinasi penyu*unan rencana program dan
evaluasi antat bidang;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
adm in i st-ra- si el. an peren c anaa_ n cl-i 1in gkr:n gan B acl_a,n ;



g Dengeiolaafl aset l-axg menjadi tanggung jax-ab Badan; cian
n' pelaksanaan fungsi lain 1'ang diberikan oieh pimpinan sesuai dengan

peratu ran perundang- untiangan.

Pasal 6

{1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 aj"at {3} mempunyai tugas menyiapkan dan melakeanakan kocrdinasj
penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang
menjadi tanggung jawaLr Badan.

{2i Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sub
bagian umum d.an kepegawaian m.enyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan, pereneanaan, pengembangaR, pembinaan
serta tata u.saha pegar.vai;
penyiapaa pe*ataan organisasi dan tata laksana;
pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepaia Badan;
pelaksa-naan r:t:r-1s1n utilitas, bangunan gedurng, _qatana dan
prasarana lingkungan Badan;

e. pelaksanaarf rencana dan program, pengendalian, penatausahaan,
pengeloiaan informasi dan dokumentasi dan penJiusunan laporan
barang miiik negara lingkungan Badan;

L pelaksanaan iayanan pengadaan, monrtoring, evaluasi dan pelaporan
peiaksanaan barang/jasa;

g. pen-yusurran perencaflaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik
barang habis pakai. barang bergerak maupun tidak bergerak besertalaporan pertanggr:ngja-r^,.a-ban ctan pendistribr;sian serta
penghapusan barang bersama pengurus barang;

h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan
kepegau,aian; dan
pelaksanaan fungsi iain yang diirerikan
peraturan perundang- undangan.

oleh pimpinan sesuai

Pasal 7
(1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana

dimaksuc dalam Pasal 3 ai-at {1} huruf li, mempunyai tugas
melaksanakan dan menyeienggarakan urusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

t2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a3rat {1),
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menveienggarakan
iungsi :

a' pengoordinasian penYusunan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah;

b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis pD dan rencana
J<erie PD'

c. pengoordinasian pelaksanaan mus;rann arah perencanaan
pembangunan Daerah;

d' pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah cian rencal.ja keqa
pembangunan Daerah:

b
c.

d

1



e' pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
anggal'an pendapatan dan belanja Daerah;

f. pengoordrnasian sinergrtas dan harmonisasi kegiatan pD;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerianllembaga di provinsi dan Kabupatenf Kota;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

priorita-s nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersarna kerjasama

antar da*rah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada pD;
k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

capaian kinerja PD sesuai dengan pD terkait;
1' penilaian terhadap kineqa dan prestasi kerja bawahan berdasarkan

capaiar: hasil ke4a;
m. pelaksariaan administrasi di hidang pemerintahan dan

pernbanpl!?an ma:rusia; dan
n. pelaksanaarl fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturaa per*nciang*undangan.

Fasal B

(1) Bidang perekonomian, sumber da-va alam, infrastruktur dan kewilayahan
sebagaimana dimaksud dalam pasai 3 ayat {1} huruf c, mempun5rai tugas
menYusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan
program/kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam,
infrastruktur dan kewilayahan.

{2} Dalarn inelaksariakam tugas sebagaimana dirna}rsud pada ayat (1},
bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan
kewilayaha& $lenyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah;

b. pengoordinasian penJrusunan Renstra dan Renja pD;
c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang;
d. pengoordinasian peiaksanaan kesepakatan dengan DpRD terkait

Rencana PembangunaR Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah dan rencana kerja
pembangunan Daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

f. pengoorel-ina_sian sinergitas d-an harrnonisasi kegiatan pD;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;
1. pengoordinasian peiaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah;
j pengoordinasia, pembinaan teknis perencanaan kepada pD;
k. pengoordinasian pelaksanaa:r monitoring dan evaiuasi terhadap

ca.pajar i.:nena PD ses,-rat de:rga:r PD terl^:ait;



1. penilaran terhadap kinerya dan prestasi keda bau.ahan berdasarkan
capaian hasii kerja;

m. pelaksanaan administrasr di brdang perekonomian, sumber da_va
alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peratu ran perundang-undangan.

Pasal 9

{1.) Bidang perenc*.r1aar1, pengendalian dan evaluasi pembangllnan daerah
*ei:ag*imana dimaksud daia.m Fasai B a;,.'at (i) huruf d, mempun_1'ai
tuga* ruen ustrt"l batran kebijakan dan. pereneen.aail teknis,
merencanakan. rnelaksanakaR, rnengoordinasikan, mem{hsilitasi,
mengenclalika:: pr*gtamlkegitan di bidang perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daeral:.

i2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. pada ayat (1i,
bidang perencanaan, pengendalian dan eval,:asi pembangunan daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan
daerah;

b. analisa dan pengkajian ker,r.ila-vahan;
c. pengumpulan dan analisasi data dan rnf'ormasi pembangunan untuk

perencarraan pembangunan daerah:
d. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
e. perumusan kebijakan penJ.usunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi dan informasi pembar:rgltnan Daerah ;

f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencaaaan dan penganggaran di daerah;

g. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana
pembangunan Daerah;

h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. identifikasi permasalahan pembaagunan daerah berdasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangllnan;

j. penyajian dan pengarnanan data informasi pembangunan Daerah;
k. pengalnanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan

dokumentasi;
i. penyusunan evaiuasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;
:r pengelolaan hasil a_nalisis hasil e''ialuasi untuk pen5zlap*n pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah:
,:r, Den\-usunan hasil eva-luasi dan laporan pelaksanaan program

:enr ha n srtnan daerah: da1
: :=--,\sanaan fungsi lain \ ang diberikan oleh pimpinan sesuai

: : ::-:'* ian nerunciang-undangan.



Pasa-l 10

i 1i Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 3 a-i-at (1) huruf e, mempunl,ai tugas melaksanakan penelitiaa dan
pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan )-ang
menjadi kern'enangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

{2i Dalam melaksamakan tugas se}:agaimana dimaksud pada ayat (1i,
bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyusunan keHjakan teknis penelitian dan pengemhngan Pernerintah Daerah;
penlusuflan Freneanaen prCIgram dan angaran penelitiar: dan pengembalgan
Pen:erintelun Daerah;
pelaksanaan pm:*litian dan penge$*trngan di pemerintah Daeah;
pelakgruat: pri:gl{ejinn keEia}ian lingkup urusan pemerintah Daemh;
fasilitasi dan pelaksanaan inor,-asi Daerah;
pemantauan, oraluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitial dan
pengernbangan di Daerah;
lioodinasi dan sinkronisasi pelaksar:aan penelitian dan pengembangan lingkup
Pemedntah Daerah;
pemantauan srta erraluasi realisasi rlaksanaan keglatan bidang r.mtuk
me-ngetahui perke-mhngan, hamt-ra-ta:r dan perma,elaJran 1,ang timbr_rJ serta
upaya tindak la4jut penlelesarann5 a;
punberian perttaian ierlradap kirer:a dan prmtasi keg'a hr,nalran berdasarkan
capian hasil keqa;
pelaksanaan administr"asi bidang peneiitian dan pengembangan daerah; dan
pekksanaan fungs ]a1n )-ang dibeni<an oleh pimpinan sesuai peraturan
perundang-r"rldangan.

c.

d.

e.

f,

g.

h.

1.

j.
i_rL

BAB IV
TATA KERJA

Pasai 1 1

Dalam melaksalakan tugasn-va, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan
kerja Badan dan kelompok Jabatan Fung*ional menetapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja
m.asi,ng-masing maupun antar unit kerja c1i iingkungan Badan serta instansi
lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Badan berhaiangan, pelak$anaan tu.gas dilakukan oieh
pejahrat -Yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

setiap pimpinan unit kerja daram lingkungan Badan bertanggungjawah
dalam memimpin, membiua dan menganvasi bawahannya masing-masing
can -blia teqadi penl,impangan agar mengambil langkah-iangkah J-ang
ciperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal i4
* : ..-. ::-=-a.;sa:rakan tltqasn\ a, seriap unsur di lingkungan Badap

- . - -".'.'. ::-: s-: alcr :ci.-1as1. in:eg:ast Can sinkronisasi.



Fasai i 5

Kepata Barian:, sekretaris, kepala bida*g, kepala sub bagian, pejabat
fungsional daalatau plaksaaa wqjib rrrenerapkan sistem pengendalian
iaterna.l perneriatah di lingkungaa rr:asiag-masing untuk mewujudkan
terlaksa*aaya rirekanisme* akuntabilitas publik nnelalui pe::3i-Lrsunas
perenca*aan, pelak*anaan.d$ll pelfiporfin kiaeda yeng teirintegrasi"'r't{

Fasal 16

Kepala Bacan, sekretaris, kepaia bidang, kepala sub bagian, pq:'abat
fungsi*nal dan/atau peiaksana wajib menyampaikan laporan kinerja
kepada atasan secar& berjeqjanU. 

*^-^, ,,iasdi I J

Ilalam rnelaksanakan tllsas, kepala Badan, sekretaris, kepala bidang,
k*pala sub bagrar: r.v4;ib rnelakukan pembinaan dan perigawasasl {ii
lingkungan ker".iar:y a.

BAE V
KETENTUAN PENUTUF

Fasai t8
Pada saat Per*tr.lr:an tsupati ini ntuiai berlaku, Peraturan BupaLi Nornor i?S
Tahurn 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ?ugas dan Fungsi
aerta Tata Kerja Badaa Perencanaan Daerahr, Penelitian dan Fengembange.n
{Beita ilaerah Katrupaten Pesj.sir Selatan Ta-hun 2021Nomor 1?g}, d.icabut
dan dinyatakan tidak berlaku"

Fasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.

Agsf, setiap sreng r:rengetahuirlya, memerintahkan pengundansan
Frrature.n ini dengan peneffipatannya daiam Beita Deerah Kabupaten
Fesisir Seiatan.

Ditetapkan di Pafuran
E luri Z*24

SELATAN-

iliundangkae di Fainan
pada tanggal I Juti 2AZ4

T-\AE'FALJUi t!t\! 11 I

PESISIR SELATAN.
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